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Abstract
The food policy applied by government is focused on the increase of rice. One achieve-
ment of the policy establishment is the rice swasembadu in 1984. However, after that, rice
production decrease while other food commodities do not have enough support from gov-
ernment. As a result to fulfill the national food, the government does import.
. The limited number of domestic food production really gives influence on creating na-
tional food stability, especially to fulfill Pola Pangan Harapan. In order to fulfill Pola Pangan
Huarapan the govermmnent must formulate their policy in agriculture sector.
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PENDAHULUAN

Pembangunan jangka panjang tahap per-
tama yang dilaksanakan pemerintah telah
berakhir, selanjutnya ditkuti oleh pembangunan
jangka panjang tahap kedua. Dari sudut pan-
dang ekonomi, pembangunan jangka panjang
ini pada dasamya adalah upaya mempercepat
proses transformasi struktoral dari ekonomi
tradisional menuju ekonomi modern. Secara
tradisional transformasi struktural antara lain
ditandai dengan penurunan sumbangan sektor
pertanian terhadap produk domestik bruto.

Dalam perjalanan pembangunan ekonomi,
peran sektor pertanian masih penting. Peranan
tersebut paling sedikit mencakup empat aspek.
periama kemampuan menyediakan pangan
bagi masyarakat: kedwa, memberikan kesem-
patan kerja bagi masyarakat; ketign menghe-
mat dan menghimpun devisa negara; keempat
memberikan dukungan sebagai landasan ber-
kembangnya sektor lain dalam kegiatan eko-
nomi (Gunawan, 1987).

Untuk mewujudkan tujuan yang akan di-
capai dalam pembangunan pertanian, peme-
rintah mengeluarkan berbagai kebijakan.
Kebijakan-kebijakan tersebut secara garis be-

sar berupa kebijakan peningkatan produk-
tivitas dan harga hasil produksi “price sup-
port” serta kebijakan dalam faktor produksi
melalui “input subsidy".

Pengembangan usaha tani secara khusus
dilakukan dengan “supply led agricuftural
developrent”. Melalui strategi ini kebijakan
diarabkan dan dipusatkan pada peningkatan
produktivitas dan produksi pangan melalui
peningkatan- teknologi, peningkatan kualitas
bibit, dan pemupukan (seed-fertilizer tech-
nology), di samping adanya peningkatan eks-
tensifikasi/perluasan dan pencetakan areal
sawah yang didukung pembangunan irigasi
(Bungaran. 1993). Adapun untuk mendorong
peningkatan produksi pangan, khususnya beras
yang diarahkan pada tercapainya swasem-
bada, operasionalisasi kebijakan diwujudkan
dalam subsidi faktor produksi berupa pupuk,
bibit, pengadaan air irigasi dan pengamanan
harga hasil produksi berupa penetapan harga
dasar.

Melalui pengembangan kebijakan yang
telah dilakukan, diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan pangan schingga mampu mene-
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kan impor pangan. Selanjutnya hal ini akan
mengurangi defisit transaksi berjalan, men-
ciptakan lapangan kerja bagi kebanyakan
masyarakat tani di wilayah pedesaan, serta
meningkatkan pendapatan petani sehingga
mampu mengurangi kemiskinan di wilayah
pedesaan.

Hasil yang dicapai dari berbagai formu-
lasi kebijakan yang berkaitan dengan pangan
khususnya beras pada tahun 1984, Indonesia
mampu mencapaj swasembada beras (yang
dalam sepanjang sejarah baru pertama kali).
Beras menjadi cerita keberhasilan yang di-
dominasi oleh pertumbuban lahan/sawah.
keberhasilan mencapai swasembada beras
didukung adanya laju pertumbuhan yang ce-
pat dalam produktivitas pada satu sisi. na-
mun di sisi lain terfadi laju pertumbuhan
areal yang lambat. Peningkatan produktivi-
tas didukung oleh keberhasilan dalam pro-
gram intensifikasi yang ditunjang irigasi
vang baik (Darwanto, 1998).

Secara historis keberhasilan berswasem-
bada beras merupakan hasil rangkaian kebi-
iaksanaan yang telah dilakukan pemerintah
sejak pemerintahan Orde Lama. Bermula
pada tahun 1952 dengan Rencana Kemak-
muran Kasime, dilanjutkan Program Padi
Sentra. kemudian Program Demonstrasi Ma-
sal (1961), Program Bimbingan Masal
(BIMAS) Program Intensifikasi Masal
(INMAS) semenjak 1969, Program Intensi-
fikasi Khusus (INSUS) pada tahun 1979 dan
Program Supra Insus semenjak tahun 1984.

Dalam perkembangannya, tercapainya
swasembada beras relatif rentan terhadap
faktor-faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor-faktor eskternal meliputi: iklim, ser-
angan hama dan penyakit tanaman, dan ge-
jolak pasar. Adapun termasuk dalam faktor
internal adalah keterbatasan lahan dan ting-
kat produktivitas. Untuk mengantisipasi ke-
rentanan Ketersediaan pangan dalam upaya
mewujudkan  terpenuhinya Pola Pangan
Harapan. maka kebijakan di bidang pangan
lebih diarahkan pada terwujudnya sistem
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ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga
sampai tingkat nasional.

POLA PANGAN HARAPAN

Pola Pangan Harapan {PPH) adalah suatu
komposisi pangan yang seimbang untuk
dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi
penduduk. PPH dapat dinyatakan dalam
bentuk komposisi energi (kalori), keane-
karagam pangan dan/atau dalam bentuk
komposisi berat (gram atau kg) keaneka-
ragam pangan yang memenuhi kebutuhan
gizi penduduk. Dengan demikian, PPH men-
cerminkan susunan komposisi pangan anjuran
untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan
mempertimbangkan aspek-aspek sosial, eko-
nomi, budaya agama dan citarasa (Kan Wil
Pertanian DIY. 1999),

Dalam PPH, pangan dikelompokkan men-
Jjadi sembilan kelompok pangan yaitu: padi-
padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak
dan lemak, buah biji berminyak, kacang-
kacangan, gula. sayur dan buah serta kelompok
lain-lain. Nilai skor PPH berkisar antara 0-
93. dengan skor 93 merupakan skor yang di-
harapkan,

Komposisi kebutuhan pangan dalam PPH
untuk mewujudkan hidup sehat tanpa mem-
pertimbangkan apakalt pangan tersebut berasal
dan produksi lokal atau didatangkan dan ne-
gara/daerah lain (impor). Untuk menjadikan
PPH sebagai instrumen dan pendekatan dalam
perencanaan ketersediaan di suatu daerah,
diperlukan kesepakatan tentang pola konsumsi
energi dan pangan dengan mempertimbang-
kan: (1) pola konsumsi pangan penduduk.
(2) kebutuhan gizi yang dicerminkan oleh
pola kebutuhan energi, (3) mutu gizi makanan
yang dicerminkan oleh kombinasi makanan
yang mengandung protein hewani. sayur dan
buah, (4) pertimbangan masalah gizi dan
penyakit yang berkaitan dengan gizi, (5) ke-
cenderungan permintaan/daya beli, (6) ke-
mampuan penyediaan dalam konteks eko-
nomi dan wilayah.

Susunan PPH di Indonesia disusun ber-
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dasarkan pengalaman FAO — RAPA (FAO-
Regional Asia Pasific) yang dimodifikasi
dan disesuaikan dengan berbagai kondisi.
Kondisi-kondisi tersebut mencakup: iklim,
geografi, genetik, sosial ekonomi, budaya
dan gaya hidup penduduk Indonesia yang
komposisinya ditetapkan pada tabel 1.

Dalam susunan PPH tersebut di atas
terdapat nilai bobot setiap kelompok bahan
pangan/komoditas. Pemberian bobot untuk
setiap kelompok pangan didasarkan pada
beberapa kriteria tertentu yang memperli-
hatkan kecukupan gizi, keanekaragaman dan
keseimbangan bahan pangan.

KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan, secara luas dapat
diartikan sebagai kemampuan untuk me-
menuhi kecukupan pangan masyarakat dari
waktu ke waktu. Kecukupan pangan menca-
kup segi kuantitas dan Kualitas baik dari
produksi sendiri maupun membeli di pasar
internasional. Terwujudnya sistem ketahanan
pangan diindikasikan antara lain dari keter-
sediaan pangan yang cukup dan terjangkau
daya beli masyarakat serta terwujudnya di-
versifikasi pdngan dari sisi produksi dan sisi
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konsumsi (Darwanto, 1998). Dengan demikian
pelaksanaan pembangunan di bidang pangan
diarahkan pada upaya peningkatan swasem-
bada pangan yang berorientasi ketersediaan
pangan secara luas yang mencakup: beras
dan jenis-jenis komoditi strategis lainnya
'seperti palawija dan hasil perikanan dan pe-
ternakan.

Adanya orientasi kebijakan pangan yang
menitikberatkan pada padi, menjadikan setiap
terjadinya kegagalan panen padi berakibat
pada instabilitas ketersediaan pangan nasional.
Datan mendukung ketersediaan pangan yang
dihadapkan pada terbatasnya pasokan beras
produksi dalam negri pemerintah mengambil
kebijakan impor. Keadaan ini menjadi ironis,
mengingat Indonesia sebagai negara Agraris
yang memiliki tanah subur serta sebagai ne-
gara kepulauan yang menyimpan potensi ke-
lawtan yang berlimpah, namun demikian ter-
nyata masih menyimpan masalah yang krusial
mengenai masalah ketahanan panigan dalam
arti luas maupun dalam arti sempit khusus
beras.

_ Adapun realisasi jumlah beras impor
akibat terbatasnya produksi dalam negeri disa-
Jjikan pada tabel beriku pada tabel 2

Tabel 1
Susunan Pola Pangan Harapan {PPH) Nasional
NO BAHAN MAKANAN % KALORI BOBOT SKOR
"1, | Padi-padian ' 50.0 0.5 ‘ 25.0
2. | Umbi-umbian 50 0.5 25
3. Pangan Hewani 153 20 306
4. | Minyak dan Lemak 10.0 10 10.0
5. Buah/Biji berminyak a0 0.5 1.5
8. Kacang-kacangan 50 20 100
7. Gula - 6.7 05 34
8. Sayur dan Bugh 50 20 10.0
9. | Bumbu-bumby T 040 0.0 0.0
Jumlah 100.0 9.0 93.0

Sumber: Kanwil Pertanian D1Y, 1899.
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Tabel 2
Areal Panen, Produksi dan impor Beras

Tahun Areal Produksi Pertumbuhan Impor

{ribu ha) (ribu ton) (persen) (ribu ton)
1990 10.502 45.179 1.0 29
1991 10.282 46.689 -11 178 !
1992 11.103 48.240 79 634
1993 11.013 48.181 401 0
1954 10.734 46.641 3.2 876
1985 11.439 49.744 6.7 3.014
1996 11.569 51.101 2.7 1.090
1997 11.141 49.377 -3.7 406
1998 11.613 48.472 48 5765
1999 11.963 50.866 1.8 4,183
2000 11.793 _ 51.898 3.9 1.513
2001 11.415 50.181 -34 1.513°

* :perkiraan ", '

Sumber : Kompas 6 Agustus 2001 hal.15.

Di samping melakukan impor beras, ter-
nyata sektor pertanian tidak mampu mencu-
kupi pasokan komoditas pangan yang lain.
Oleh karenanya, pemerintah melakukan impor
sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan.
Dalam perkembangannya nilai impor beberapa
komoditas pertanian non beras nilainya mele-
bihi nilai impor beras. Hal ini memberikan in-
dikasi bahwa strategi pengembangan sektor
pertanian (yang selama ini memfokuskan pada
beras) masuk pada perangkap yang tidak men-
guntungkan, Pada sam sisi komoditas beras
pada saat tertentu harus tetap diimpor, semen-
tara komoditas pertanian yang lain sudah terlan-
jur kurang optimal dalam penanganannya se-
hingga harus diimpor.

Ketergantungan impor menjadi semakin ti-
dak terelakan, karena beberapa komoditas per-
tanian non beras seperti: gandum, jagung, dan
kedelai sudah menjadi bahan baku industri
yang “sangat strategis. Oleh karenanya keter-
gantungan terhadap impor komoditas perta-
nian non beras sudah menjadi kebutuhan
pokok dalam mengembangkan industri yang
berbasis sektor pertanian. Hustrasi besarnya

volume impor komoditas pertanian tahun
2000 disajikan dalam tabel 3.

Dampak terjadinya impor pangan men-
jadikan defisit pada transaksi berjalan se-
makin membengkak. Salah satu penyebab
terjadinya impor pangan adalah lambatnya
pertumbuhan produksi pangan dibandingkan
kebutuhan konsumsi pangan nasional. Ter-
lebih pada 2 tahun terakhir penurunan pro-
duksi terjadi secara signifikan. Ilustrasi pe-
nurunan produksi disajikan dalam tabel 4.
Besarnya impor yang menguras devisa san-
gat besar menjadi suatu hal yang sangat iro-
nis, mengingat sebagian besar penduduk
bekerja pada sektor pertanian dan dalam per-
jalanan sejarah negara kita menyatakan se-
bagai negara agraris. Terlebih sebagian ko-
moditas impor didatangkan dari negara yang
areal pertanian relatif lebih sempit.

Semakin lemahnya sistem ketzhanan pa-
ngan akan diperburuk lagi dengan semakin
menurunnya kegairahan petani untuk melaku-
kan usaha tani tanaman pangan yang, sebab

meningkatnya harga input yang tidak sebanding.

dengan peningkatan harga komoditas perta-
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nian yang diterima petani. Kondisi ini sangat  jadi salah satu dari 88 negara yang termasuk
menguntungkan dalam konstelasi perdagang-  dalam kategori "Low Income Food Coun-
an dunia. Indonesia dengan penduduk sekitar  fries” (LIFS /negara yang berpendapatan
220 juta jiwa, apabila -rata-rata konsumsi rendah kurang pangan). Dua tahun ke-
beras per kapita per tahun sekitar 140/kg mudian pada peringatan HPS 1997, FAO
maka dibutuhkan pasokan beras 30.800 juta kembali mengingatkan terdapat 800 juta
ke per tahun. Suatu jumlah yang sangat jiwa penduduk dunia termasuk Indonesia
menarik untuk dijadikan target pasar beras mengalami kurang pangan. Prediksi FAO ini
dunia. Rapuhnya ketahanan pangan sangat tidak berlebihan, sebab kondisi ekonomi
mungkin dimafaatkan sebagai peluang bagi masyarakat makin memprihatinkan akibat
produsen hasil pertanian dunia. Demikian hal-  krisis ekonomi yang berkepanjangan se-
nya para pengusaha domestik dengan berba-  hingga gejala kurang gizi dan kelaparan
gai cara memasukan komoditas beras termasuk  yang berada pada berbagai pelosok tanah
komoditas-komoditas pertanian lain. air. Gejala anak menderita kurang gizi aki-
Krisis pangan yang terjadi sebenamya su-  bat krisis ekonomi sangat mungkin akan
dah dapat terindikasikan ketika pada tahun berubah menjadi "marasmmns kwashiorkor”
1995 "Food and Agriculture Organization”  (busung lapar), yang sejak tahun 1973 di-
(FAO) dalam peringatan Hari Pangan Se- nyatakan lenyap dari bumi Indonesia.
dunia (HPS) mengumumkan Indonesia men-

Tabel 3
Volume Dan Nilai Impor Komoditas Pangan Tahun 2000

No Komoditas ) Volume {ton) Nilai (dollar AS)
1 Gandum 3.576.685 500.312.470
2 Jagung 1.236.764 150.012.707
3 ‘| Beras 550.514 131.132.613
4 Biji kedelai 1.277.685 275.481.226
5 Bungkil kedelai 1.262.040 268.746.270
6 Kacang tanah 111.284 35.601.270

Jumigh 8.014.952 1.361.287.062

Jika kurs Rp 8.700 per dollar AS, nilai impor enam komodilas itu setara dengan Rp 11,8 trilyun.
Sumber: HKT1, dalam Kompas, 12-9-2001 hal.15

Tabel 4
Produksi Padi Dan Palawija Tahun 2000 Dan Prediksi Tahun 2001 {Datam Juta Ton)

Komoditas 2000 2001 Perubahan (%
Padi (GKG} 51,89 50,18 331
Jagung 9,67 9,29 -3.92
Kedelai 1,01 0,92 9,27
Kacang tanah 073 0,70 -3,66
Kacang hijau 028 0,34 2041
Ubi jalar 1,82 1,61 -11.90
Ubi kayu 16,08 15,60 -3,01

Sumber: BPS, dalam Kompas 12-9-2001, hal. 15
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Menurut data Susenas 1999, di Indonesia
terdapat sekitar 23 juta anak balita, Dari jum-
lah tersebut sekitar 1.8 juta anak (8 persen)
menderita gizi buruk dan 5,2 juta anak (26 per-
sen) menderita gizi kurang. Selain itu, diper-
kirakan tidak kurang 3,3 juta anak balita yang
berat badannya masih dibawah normal, 1,1
juta diantaranya berusia 6-23 bulan. Hal ini
dapat dimaklumi mengingat tingkat konsumsi
energi dan protein yang memang masih sangat
rendah. Di samping itu, hasil survey tahun 1999
anak-anak yang berusia 24-29 bulan meru-
pakan kelompak yang paling banyak menderita
gizi buruk dan gizi kurang. Pada kelompok umur
ini angka prevalensi gizi buruk mencapai 12
persen sedangkan gizi kurang 32 persen, se-
dangkan dampak dari gizi buruk dan gizi
kurang. Pada kelompok ini tidak saja meng-
gangeu pertumbuhan dan perkembangan anak
serta mengurangi tingkat kecerdasan anak
tetapi akibat yang lebih parah dalam pening-
katan kualitas sumberdaya manusia adalah
"last generation™.

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERTANIAN

Pengalaman dalam peningkatan produksi
pangan yang selama ini hanya berorientasi
pada komoditi beras dan kurang memper-
hatikan  kemeditas pangan yang lain berdam-
pak pada lemahnya ketahanan pangan nasional.
Untk’ mendukung dan memperkuat ketahanan
pangan maka perhatian pembangunan perta-
nian harus terdispersi secara proporsional pada
berbagai komoditas pertanian. Hal ini akan-
mendorong pertumbuhan produksi berbagai
komoditas pertanian sehingga ketahanan
pangan dapat terwujud secara berkelanjutan.
Oleh karenanya, sektor pertanian diformu-
lasikan dalam perspektif makro dan mikro
secara utuh di tengah gencarnya tuntutan
liberalisasi.

Dalam perspektif makro, untuk sub tanaman
pangan, kebijakan diarahkan untuk mampu
sekaligus mencakup tiga agenda, yakni: pemu-
lihan ekonomi, penangeulangan kemiskinan
dengan basis ckonomi perdesaan dan stabili-
tas ketahanan pangan,.
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llustrasi perkembangan produksi berbagai
komoditas pertanian yang mampu untuk
dikembangkan dalam mendukung Kketahan
pangan disajikan pada tabel 5.

Untuk mewujudan terciptanya ketahanan
pangan di masa mendatang maka petani seba-
gai produsen harus dihindarkan pada posisi se-
bagai pendukung pembangunan sektor industri
seperti yang telah berlangsung dalam dasa satu-
dua warsa terakhir. Peran dan posisi petani
harus dihindarkan sebagai "pelindung" para
industrialis. melainkan harus mampu berkem-
bang untuk bersaing di pasar internasional se-
hingga sektor pertanian mampu mempercepat
proses pemulihan ekonomi yang tengah dilanda
krisis.

Di saat krisis. sektor pertanian adalah pe-
nyedia lapangan kerja bagi tenaga kerja yang
menganggur karena dampak krisis. Kenyataan
yang terpampang selama krisis memberi pen-
cerahan bahwa sektor pertanian mampu mengu-
rangi beban tekanan akibat krisis dan tetap ber-
tahan memberikan kontribusi pada penerimaan
devisa, meskipun tertatih-tatih. Sebagai ilustrasi
kontribusi sektor pertanian dalam perolehan
devisa dalam masa krisis disajikan pada tabel 6.

Mencenmati besamya nilai ekspor komodi-
tas pertanian (tabel 6) dibandingkan dengan
nilai impor komoditas pangan (tabel 2),
menunjukkan adanya defisit cukup besar.
Kondisi ini menunjukkan indikasi yang se-
makin jelas adanya sinyal yang kurang mengun-
tungkan dalam mengembangkan pertanian
dalam perolehan devisa. Dalam beberapa 1a-
hun terakhir, bersamaan depresiasi rupiah.
temyata terjadi kecenderungan nilai ekspor
yang menurun pada beberapa komoditas an-
dalan ekspor. Hal ini menunjukkan perubahan
kurs yang tidak menjamin otomatisasi mening-
katmya nilai ekspor komeditas pertanian. Indi-
kator ini memberikan sinyal betapa pentingnya
perhatian variabel di luar variabel ekonomi
dalam mendukung ekspor. di samping per-
lunya mencermati tingkat kompetisi di pasar
internasional.
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Tabel 5
Produksi Komoditas Pertanian
{ribu ton)
Komoditas 1990 1695 1998 1999 2000
Tanaman Pangan
Padi 45.179 48.744 49.200 50.866 51.898
Jagung 6.734 8.246 10.169 9.204 9.677
Uhikayu 15.830 15.441 14.696 16.459 16.089
Kedelai 1487 1.680 1,306 1.383 1.018
Perkebunan
Karel 1.275 1573 1.661 1.715 1.752
Kepala dalam 2.332 2.704 2.778 2.789 2.778
Kopi 413 450 514 511 495
Kelapa Sawit 2413 4.480 5640 5.989 * 57N
Gula 2119 2.077 1.929 1.907 2093
Perikanan
Y Perikanan Laut 2.370 3.293 3.490 3.950 4,076
Perikanan Tawar 793 971 967 1.020 1.041
Kehutanan )
Kayu Bulat 24.409 24.027 19.027 20.620 13,798
Kayu Gergagjian 3919 1.730 2.707 2060 3.021
Kayu Lapis 8.843 B.066 7.195 4.612 Kirgh|
| Sumber: BPS & World Bank, dalam Kompas, 3-12-01 hal 44
Tabel 6
Ekspor Hasil Pertanian
(Juta Dollar AS)
Tahun Kopi Teh Rempah- Rempah | Biji Coklat
1995 £95.6 85.6 2144 2245
1996 588.8 108.3 157.7 263.0
1997 503.5 84.6 2346 2951
1998 578.9 108.3 2776 3826
1999 458.7 92.1 3736 295.8
2000 317 108.3 3145 235.7
2001° 426 264 376 422
.

Sumber : BPS dan Gapmmi, dalam Kompas, 2-10-2001, hal. 27
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Dalam rangka peningkatan ketahanan

pangan dan industri berbasis pertanian maka
diperiukan upaya untuk memperkuat sistem
pangan baik secara nasional maupun regional
dengan memperhatikan keunggulan kom-
paratif daerah. Untuk itu, reorientasi kebifakan
pertanian hendaknya diarahkan pada upaya-
upaya (Darwanto, 1998):
. Peningkatan produksi yang mempertim-
bangkan kuantitas dan kualitas produksi
yang bertujuan meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani. sekaligus mampu
mengentaskan kemiskinan
Pengembangan Komoditi-komoditi perta-
nian yang memperhatikan karakteristik
sumberdaya dan keunggulan kompetitif
dan komparatif. Dengan demikian peng-
gunaan sumberdaya setempat, yang meli-
puti sumberdaya hayati, fisik dan manu-
sia. dilakukan secara optimal dan efisien
Pembinaan yang mengarahkan dan mem-
berikan kesempatan pada petani serta
masyarakat pedesaan agar berperan dan
mampu melaksanakan agribisnis dan agro-
industri vang didasarkan pada potensi
daerah.

4. Pemberian fasilitas informasi pasar, baik
nasional maupun internasional, yang trans-
paran pada petani sebagai pelaku bisnis
di bidang pertanian,

5. Investasi pembangunan irigasi dengan
mempertimbangkan potensi daerah yang
dapat dikembangkan untuk areal pertanian
tanaman pangan dengan menghindari pe-
ningkatan produksi di daerah irigasi yang
mengarah pada monokullur sepanjang ta-
hun tanpa mempertimbangkan aspek agro-
ckosistem lainnya
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6. Pemberian subsidi sarana produksi se-
cara selektif, vaitu pada komoditi-
komoditi strategis untuk kebutuhan
dalam negeri terutama pangan yang di-
lakukan oleh petani kecil

7. Penyediaan kredit usahatani tidak terba-
tas hanya pada tanaman tertentu saja
tetapi juga pada usahatani komoditi
lainnya vang berorientasi bisnis se-
hingga dapat memberikan insentif para
petani.

PENUTUP

Pembangunan ‘pertanian tidak hanya
ditentukan oleh kebijakan di sektor pertanian,
tetapi sangat dipengaruhi oleh dukungan
sektor lain. Kebijakan makro vang ditetapkan
akan menjadi arah pergerakan secara simultan.
Dalam upava meningkatkan produksi pangan
Khususnya beras, penetapan Harga Dasar Gabah
(HDG) tanpa dukungan sektor lain tidak
berarti banyak sebagai instrumen membentuk
ketahanan pangan nasional.

Strategi pemberdayaan pertanian dalam
perannya untuk mewujudkan terpenuhinya
Pola Pangan Harapan dan mendukung ter-
sedianya pasokan bahan baku industri harus
bersifat dinamis dan berkembang sesuai
dengan pasar domestik maupun pasar inter-
nasional. Selain itu arah dan strategi pem-
bangunan pertanian diharapkan dapat meng-
arahkan sektor pertanian agar mampu men-
jadi penggerak ekonomi serta tidak menambah
beban pada defisit transaksi berjalan se-
hingga sektor pertanian ikut mendorong ke
luar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
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